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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang  digunakan 

dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 

No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab 

yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat 

dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara 

garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini sebagian dilambangkan 

huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf 

dan tandasekaligus. 

Huruf  

Arab 

Nama Huruf  

Latin 

Keterangan 

 Alif ا

Tidak 

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ś s (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ ḥ h (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şad Ş s (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ d (dengan titik di bawah) ض

 Ţa Ţ t (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y ye ي
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B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis muta‘aqqidīn متعقّدين 

 Ditulis ‘iddah عدةّ

 
C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia 

 ditulis Jama’ah : جماعة 

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 

 ditulis Ni’matullah : نعمة الل 

 ditulis Zakat al-Fitri : زكاة الفطر

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

 

1 
Fathah + alif 

 جَاهِلِيَّة  
ditulis 

Ā 

Jaāhiliyyah 

2 
Fathah + ya’mati 

عىَ  يَس 
ditulis 

Ā 

yas‘ā 

3 
Kasrah + ya’mati 

 كَرِي م  
ditulis 

Ī 

karīm 

4 
Dammah + 

wawumati 

ض    فرًُو 

ditulis Ū 

fur ūḍ 

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan 

DenganApostrof 

 ditulis a’antum : أأنتم

 ditulis mu’anntaŚ : مؤنث 
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G. Vokal Rangkap 

 

1 
Fathah dan ya’ sukun 

 بيَ نًكُم  
ditulis Bainakum 

2 
Fathah dan wawu 

sukun 

قَكُم    فوَ 

ditulis Fauqakum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal- 

 ditulis al-Qur’an: القران

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf  Syamsiyah 
yangmengikutinya 

 ditulis as-sayyi’ah : السيعّة
 

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian 

 ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam : شيخ الإسلام 
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MOTTO 

مِن   عَن   نَفَّسَ  مَن   بَة   مُؤ  ُ  نَفَّسَ  الدُّن يَا كُرَبِ  مِن   كُر  بَة   عَن هُ  اللََّ مِ  كُرَبِ  مِن   كُر   يسََّرَ  وَمَن   ال قِيَامَةِ  يوَ 

ُ  يسََّرَ  مُع سِر   عَلَى  وَالآخِرَةِ  الدُّن يَا فِى  عَلَي هِ  اللََّ

“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-

kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari 

kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah 

mudahkan baginya di dunia dan akhirat." 
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ABSTRAK 

 

Umam. Misbahull Fuadil (2024) ARGUMENTASI HUKUM AKTIVIS GENDER 

TERHADAP FATWA MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/2015 TENTANG 

PENOLAKAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU PEMERKOSAAN DALAM 

RUMAH TANGGA. 

Pembimbing : Dra. Rita Rahwamati, M.Pd 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan aktivis gender 

terhadap Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi 

pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga serta mengetahui 

argumentasi hukum dari para narasumber terkait dengan fatwa ini. Kekerasan 

seksual dalam rumah tangga adalah isu yang penting dan sering diabaikan dalam 

masyarakat.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif interaktif menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan teknik 

wawancara kepada informan yaitu aktivis gerder UIN K.H Abdurrahman Wahid 

Pekalongan, dan data sekunder berupa literatur buku hasil penelitian yang diperoleh 

dengan teknik dokumentasi. Data di analisis dengan teknik analisis data kualitatif 

model interaktif.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandangan aktivis gender beragam 

terkait fatwa tersebut. Beberapa aktivis memiliki pandangan berbeda tentang fatwa 

ini. Namun semuanya menolak fatwa pemaksaan seksual di rumah tangga bukan 

kekerasan seksual ini karena dianggap tidak mendukung perlindungan terhadap 

korban dan memperkuat norma patriarki. Argumentasi dari para aktivis gender 

mengacu pada UU PKDRT yang mengkategorikan pemerkosaan dalam rumah 

tangga sebagai kekerasan seksual. Penelitian ini menyarankan agar fatwa tersebut 

ditinjau ulang dan disertai studi kasus untuk meningkatkan pemahaman dan 

penerimaan masyarakat serta memberikan solusi hukum yang tepat bagi pelaku 

pemerkosaan dalam rumah tangga. 

Kata Kunci : Argumentasi, Fatwa MUI, Pemerkosaan dalam Rumah Tangga, 

Aktivis Gender 
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ABSTRACT 

 

Umam. Misbahull Fuadil (2024) LEGAL ARGUMENTATION OF GENDER 

ACTIVISTS AGAINST MUI FATWA NUMBER 02/MUNAS-IX/2015 

CONCERNING REJECTION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR 

PERPETRATORS OF DOMESTIC RAPE. 

Supervisor : Dra. Rita Rahmawati, M.Pd 

 

This research aims to analyze the views of gender activists regarding MUI 

Fatwa Number 02/MUNAS-IX/MUI/2015 concerning the rejection of criminal 

sanctions for perpetrators of domestic rape and to find out the legal arguments from 

the sources regarding this fatwa. Domestic sexual violence is an important and often 

overlooked issue in society. 

This research uses field research methods with an interactive qualitative 

approach using primary data sources obtained by interview techniques with 

informants, namely UIN gerder activist K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, and 

secondary data in the form of research book literature obtained using documentation 

techniques. The data was analyzed using interactive model qualitative data analysis 

techniques. 

The research results concluded that gender activists' views varied regarding 

the fatwa. Some activists have different views about this fatwa. However, all of 

them rejected this fatwa on sexual coercion in the household, not sexual violence, 

because it was deemed not to support the protection of victims and strengthen 

patriarchal norms. Arguments from gender activists refer to the PKDRT Law which 

categorizes domestic rape as sexual violence. This research suggests that the fatwa 

be reviewed and accompanied by case studies to increase public understanding and 

acceptance and provide appropriate legal solutions for perpetrators of domestic 

rape. 

Keywords: Argumentation, MUI Fatwa, Domestic Rape, Gender Activists 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan seksual sudah menjamur di Indonesia, pelakunya pun 

beragam mulai dari tamatan SD sampai akademisi atau orang lulusan 

perguruan tinggi. Pelecehan seksual seringnya dialalami oleh perempuan 

walaupun tidak menutup kemunginan laki laki pun dapat mengalami pelecehan 

seksual.1 Dalam catatan tahunan yang dikeluarkan komnas perempuan pada 

2021 mencatat ada 299.991 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah 

kasus ini menurun secara signifikan daripada catatan tahunan komnas 

perempuan pada tahun 2020 yaitu mencapai 431.471 kasus.2 Hal ini 

dipengaruhi karena adanya edukasi-edukasi sosial yang dilakukan oleh 

lembaga maupun organisasi dalam mengkampanyekan keadilah gender. Hal ini 

lah yang mendorong UIN K.H Abdurrahman Wahid mengupayakan 

pencegahan dan penanggulangan melalui ULT Setara dengan dinaungi oleh 

PSGA (Pusat Studi Gender Anak) berusaha mewujudkan kampus Islam 

moderat, anti kekerasan. 

PSGA merupakan lembaga integral yang mengacu pada Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh aktivis gender UIN 

K.H Abdurrahman Wahid melalui ULT Setara untuk mengkampanyekan 

pencegahan kekerasan seksual dan setara gender, di antara kegiatannya adalah 

 
1 Anggreany Haryani Putri, , “Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan 

Seksual di Indonesia,” Pelita Bangsa: Jurnal Hukum Pelita, no. 2  (2021): 15. 
2 Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021 
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melalui workshop-workshop dengan sasaran civitas akademika UIN K.H 

Abdurrahman Wahid, kampanye melalui tim KKN Tematik Pencegahan dan 

Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kampus dengan sasaran mahasiswa 

UIN K.H Abdurrahman Wahid dan memiliki wadah perlindungan bagi korban 

kekerasan seksual di kampus melalui ruang konseling. 

Aktivis gender yang dimaksud disini adalah aktivis gender UIN K.H 

Abdurrahman Wahid terdiri dari dosen-dosen yang tergabung dalam bagian 

PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak), dan dosen yang consent dalam 

penanganan masalah-masalah gender. Menurut dari pandangan beberapa 

narasumber bahwasanya fatwa MUI  NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 

merupakan respon dari RUU PKS, yang mana di dalamnya terdapat larangan 

pemerkosaan dalam hubungan suami istri, fatwa ini telah melalui beberapa 

proses istinbath hukum Islam. RUU PKS juga berangkat dari fenomena-

fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam Islam istri tidak boleh 

menolak ajakan suami, begitupun sebaliknya suami tidak boleh pemaksaan, 

artinya suami istri harus dalam keadaan saling ikhlas dan rela dalam melakukan 

hubungan seksual. Beberapa kondisi dibolehkan istri menolak berhubungan 

seksual dengan suami seperti sedang haid, sakit atau puasa, suami tidak boleh 

memaksa  istri dan istri memiliki sebuah consent atau persetujuan yang dapat 

dijadikan sebagai unsur ketaqwaan untuk menghindari kerusakan. Dalam fatwa 

tersebut juga ditegaskan bahwa seorang suami yang mengetahui hukum Islam 

pasti akan menggauli istrinya dengan cara yang baik tanpa adanya pemaksaan. 
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Menanggapi pendapat aktivis gender tersebut, menurut penulis 

hubungan suami istri harus dijalankan dengan baik agar memenuhi prinsip 

muasyarah bil ma’ruf salah satu caranya yaitu dengan kerelaan kedua belah 

pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena baik suami atau istri 

memiliki hak yang sama dalam berhubungan suami istri, kita tidak bisa 

menyandarkan hal ini hanya dengan tekstual agama saja namun juga harus 

dipahami sesuai dengan situasi dan kondisi.  

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga 

independen dan aspirasif. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI melalui proses 

pertimbangan dalil dan kemaslahatan umat. Dalam mengeluarkan fatwa, MUI 

mengambil menyandarkan pada pendapat jumhur ulama atau mayoritas. Di 

dalam masyarakat, fatwa MUI memiliki peran yang sangat kuat, namun bukan 

termasuk ke dalam hukum positif Indonesia. Hanya saja MUI berperan sebagai 

pemberi masukan bagi pemerintah mewakili masyarakat muslim Indonesia.3  

Dalam fatwa MUI 02/MUNAS/-IX/MUI/2015 tersebut disebutkan 

bahwa yang dapat dipidanakan merupakan perbuatan kriminalisasi, sementara 

pemerkosaan merupakan paksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap 

perempuan yang bukan istrinya, maka tindakan tersebut termasuk dalam 

kategori tindak pidana. Sedangkan hukum berhubungan seksual antara suami 

 
3 Al Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” Jurnal Al Hikmah, no 

10 (2016): 2. 
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dan istri adalah sah, maka tindakan demikian tidak termasuk ke dalam kategori 

tindak pidana.4 

Di Indonesia, tidak ada aturan khusus yang mengatur pemidanaan bagi 

pelaku  pemerkosaan dalam perkawinan, namun pemerkosaan dalam 

perkawinan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam Undang 

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), 

sebagaimana pasal 8 berbunyi  

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. 

pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 

tujuan tertentu. 5 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga,  pelaku kekerasan seksual dapat 

dijatuhi hukuman pidana paling lama 12 bulan atau denda paling banyak RP 

36.000.000.6 

Di dalam hukum Islam, permasalahan seksualitas suami dan istri diatur 

di dalam QS Al-baqarah 187 

 
4 Nefiana Dwi Ramadhanti, “ Skripsi: ANALISIS FATWA MUI NOMOR 02/MUNAS-

IX/MUI/2015 TENTANG KRIMINALISASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI”, (Semarang: UIN 

Walisongo, 2019), 126-134. 
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga pasal 8 
6  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga pasal 46 
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١٨٧ 

”Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. 

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. 

Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, 

tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang 

campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. 

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang 

putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa 

sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika 

kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah 

kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepada manusia, agar mereka bertakwa.”7 

Di dalam dalil lain juga disebutkan perintah suami menggauli istrinya 

dengan cara yang baik, hal ini berarti terdapat larangan untuk melakukan 

perbuatan yang menyakiti istrinya. Walaupun pada dasarnya istri diwajibkan 

melayani suaminya, namun dalam kondisi tertentu ia diperbolehkan untuk 

 
7 QS. Al-Baqarah (2): 187 
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menawarnya, menangguhkannya, dan tidak melayani suaminya. Jika suaminya 

tetap memaksa, ia termasuk menyalahi prinsip mu’asyarah bil maruf.8 

Melalui uraiain permasalahan tersebut, penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “ Pandangan Aktivis Gender Terhadap Fatwa MUI Nomor 

02/MUNAS-IX/2015 Tentang Penolakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pemerkosaan 

Dalam Rumah Tangga.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan aktivis gender terhadap fatwa MUI NOMOR 

02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana bagi pelaku 

pemerkosaan dalam rumah tangga? 

2. Bagaimana argumentasi hukum dari para aktivis gender terhadap fatwa 

MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi 

pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan dan menganalisis pandangan aktivis gender terhadap Fatwa 

MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi 

pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga. 

2. Mengetahui argumentasi hukum dari para asktivis gender terhadap fatwa 

MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi  

pidana pada pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga. 

 
8 Masdar F. Mas‟udi, “Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Cet.II” (Bandung: PT. 

Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), 113. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan baru bagi akademisi, sebagai pengetahuan baru mengenai hukum 

pemerkosaan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai tema terkait. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat 

khususnya suami agar dapat menjalankan mu'asyarah bil ma’ruf dalam rumah 

tangga. 

E. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis di 

antaranya adalah : 

Penelitian yang ditulis oleh Ardiyansyah dengan judul “Larangan Dan 

Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi 

Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”9. Hasil penelitian 

menjelaskan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan  tegas 

melarang  tindakan pemmaksaan hubungan seksual dan menetapkan sanksi 

atau denda bagi pelakunya. Berdasarkan hukum Islam, segala bentuk kekerasan 

seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dianggap tidak bermoral 

dan sangat dikecam. Berdasarkan permasalahan ini, Islam melihat atas dua 

 
9 Ardiyansyah, 2016, “Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam 

Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)” (t.tp: qiyas volume 1 t.th), 1 
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sudut pandang: pertama, suami sebagai sudut pandang tidak boleh 

memaksakan istri melakukan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma;  

kedua,kedua, dari sudut pandang istri, status istri harus ada alasan yang jelas 

ketika menolak hubungan seksual dengan alasan berdasarkan alasan yang 

diterima oleh hukum syariah. Berdasarkan hukum syariah, hukuman bagi 

pelaku tindakan kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga adalah jarimah 

ta’zir. 

Baik penelitian Ardiyansyah maupun penelitian penulis berfokus pada 

topik hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga. 

Namun, penelitian mereka memiliki perbedaan fokus: Ardiyansyah terutama 

membahas perbedaan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkungan 

rumah tangga menurut hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara itu, penelitian penulis menyoroti 

pandangan para aktivis gender di UIN K.H Abdurrahman Wahid mengenai 

penolakan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga 

sebagaimana tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015, 

serta implikasi hukum dari fatwa tersebut. 

Skripsi yang ditulis oleh Ramada Putra R.D dengan judul “Pemikiran 

dan Implementasi Aktivis Gender terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang)”10 Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa para aktivis gender di Pusat Studi Gender UIN Malang memandang 

 
10 Ramada Putra R.D,  “Skripsi: Pemikiran dan Implementasi Aktivis Gender terhadap 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang)” , (Malang : UIN 

Malang, 2008) 28. 
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kekerasan dalam rumah tangga sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh 

pasangan yang menyebabkan korban merasa tidak nyaman di rumahnya 

sendiri, serta sebagai cerminan ketidakseimbangan tanggung jawab dalam 

keluarga. Para aktivis gender ini dapat diklasifikasikan sebagai penganut teori 

realisme hukum, karena mereka melihat tindakan kekerasan dalam keluarga 

sebagai penolakan terhadap prinsip-prinsip kebajikan yang objektif. Selain itu, 

perspektif mereka juga dapat dikategorikan dalam kerangka teori positivisme 

hukum, karena hukum tidak didasarkan pada konsep moralitas, melainkan pada 

sumber otoritas yang lebih tinggi. Para aktivis ini menerapkan keyakinan 

mereka dengan tujuan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga melalui 

sosialisasi, advokasi, dan pemberian bantuan kepada korban. Para aktivis 

gender ini dapat diklasifikasikan di bawah teori sistem, karena mereka 

memandang legislasi sebagai sarana untuk menyederhanakan isu-isu sosial 

yang rumit dan menciptakan sistem yang jelas. 

Baik penelitian penulis maupun studi Ramada Putra RD menggunakan 

aktivis gender sebagai referensi. Namun, mereka berfokus pada bidang 

penelitian yang berbeda. Studi Ramada Putra RD berpusat pada pandangan 

aktivis gender mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian 

penulis menyelidiki perspektif aktivis gender di UIN K.H Abdurrahman Wahid 

terkait Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015, yang menolak sanksi 

pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga, serta konsekuensi 

hukum dari fatwa tersebut. 
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Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yunus dengan judul “Marital 

Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam 

Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 

912/Pid/B/2011/PN.Bgl).”11 Hasil dari penelitian ini adalah hak dan kewajiban 

suami istri dalam hukum Islam adalah seimbang. Kepatuhan istri terhadap 

suami yang paling asasi yaitu terkait dengan hubungan seksual, selama tidak 

ada udzur syar’i, istri tidak diperbolehkan menolak ajakan suami, namun dalam 

Al-Quran ayat surat an-nisa ayat 19 diperintahkan untuk menggauli istri 

dengan cara yang baik. Dengan perintah tersebut, maka apabila menggauli istri 

dengan cara memaksa dan melakukan kekerasan dilarang oleh agama. Putusan 

hakim dalam Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl mengenai 

hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga didasarkan pada 

penerapan Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai tuntutan utama, dan Pasal 44 ayat (1) 

dan ayat (4) Undang-Undang yang sama sebagai tuntutan subsidi.Penelitian 

penulis dengan penelitian Muhammad Yunus memiliki tema yang sama yaitu 

membahas marital rape (perkosaan dalam perkawinan), namun penelitian 

Muhammad Yunus terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam dan 

hukum positif Indonesia terkait dengan tema dengan melakukan studi atas 

putusan pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tentang 

hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, 

 
11 Muhammad Yunus, “Skripsi: Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari 

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil 

No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)” (Jakarta : UIN Syarif  Hidayatullah, 2018) 
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sedangkan penelitian penulis memiliki objek penelitian pandangan aktivis 

gender UIN K.H Abdurrahman Wahid terkait dengan fatwa MUI nomor 

02/munas-ix/mui/2015 tentang penolakan sanksi pidana bagi pelaku 

pemerkosaan dalam rumah tangga dan implikasi hukumnya. 

Skripsi yang ditulis oleh Nefiana Dwi Ramadhanti dengan judul 

“Analisis Fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang 

Kriminalisasi Hubungan Suami Istri”12. Penelitian menyimpulkan bahwa 

Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 seharusnya memberikan 

panduan terhadap draf RUU PKS untuk memastikan kepatuhan terhadap 

hukum Islam dan pencapaian tujuannya. Untuk mencapai tujuan sakinah, 

mawaddah, dan warahmah, penting bagi masyarakat memahami aspek etis 

interaksi dalam pernikahan. Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-

IX/MUI/2015, suami tidak diperbolehkan memaksa istri untuk melakukan 

hubungan seksual. Fatwa ini didasarkan pada sebuah hadis yang melarang istri 

menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i yang sah menurut hukum Islam. Al-

Quran juga menyatakan bahwa suami dapat berinteraksi dengan istri mereka 

dengan cara yang penuh hormat kapan pun. 

Secara umum, studi Nefiana Dewi Ramadhanti berfokus pada subjek 

yang sama dengan penelitian penulis, yaitu Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-

IX/MUI/2015. Studi Nefiana Dewi Ramadhanti secara khusus menyelidiki 

Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 sebagai subjek penelitiannya. 

 
12 Nefiana Dwi Ramadhanti, “Skripsi: Analisis Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/MUI/2015 

Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri” (Semarang, UIN Walisongo, 2019) 
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Di sisi lain, penelitian penulis mengeksplorasi pandangan aktivis gender dari 

UIN K.H Abdurrahman Wahid mengenai fatwa yang sama dan konsekuensi 

hukumnya. 

Jurnal yang ditulis oleh Ni Made Sintia Ade Ari dan Ida Bagus Surya 

Dharma Jaya yang berjudul “Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) 

Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga”13  

Hasil penelitian ini adalah perkosaan dalam perkawinan di Indonesia 

tidak dapat dijatuhi hukum sebagaimana perkosaan pada umumnya yang 

terdapat di dalam pasal 285 KUHP sehingga perkosaan dalam perkawinan 

tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan, namun dapat dikategorikan 

sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diatur di dalam pasal 8 

UU PKDRT. Pelaku perkosaan dalam perkawinan diancam tindak pidana 

penganiayaan sesuai yang terdapat di dalam pasal 351, 354, 356 KUHP dan 

dijatuhi sanksi pidana sesuai yang terdapat dalam pasal 46 UU PKDRT. 

Secara keseluruhan, penelitian Ni Made Sintia Ade Ari memiliki 

kesamaan dengan studi penulis, karena keduanya berpusat pada topik yang 

lebih luas tentang perkosaan dalam perkawinan. Penelitian Ni Made Sintia Ade 

Ari memfokuskan pada regulasi perkosaan dalam perkawinan di Indonesia, 

sedangkan studi penulis mengeksplorasi pandangan aktivis gender dari UIN 

K.H Abdurrahman Wahid mengenai Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-

 
13 Ni Made Sintia Adi Ari, “Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Kertha Wicara: Journal Ilmu 

Hukum, no. 8 (t.th): 1-14. 
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IX/MUI/2015. Fatwa ini menolak sanksi pidana bagi pelaku perkosaan dalam 

perkawinan dan mengkaji konsekuensi hukumnya. 
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F. Kerangka Teori 

Argumentasi hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang 

bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional 

dan multifaset). Argumentasi Hukum dapat digunakan untuk membentuk 

peraturan yang rasional dan accseptable, sehingga sanksinya dapat 

menimbulkan efek jera bagi masyarakat hukum yang tidak taat hukum. 

Menganalisis argumentasi hukum harus menggunakan logika. Logika 

merupakan alur pemikiran yang mempertautkan sebuah pernyataan tentang 

suatu konsep dengan memberikan penalaran melalui argumentasi yang 

berperan dalam proses rasionalitas argumentasi. Sebuah argumentasi hukum 

yang tidak didukung logika maka legal problem solving tidak didasarkan pada 

opini yang jelas. 

Istilah ‘argumen’ diberikan arti sebagai alasan yang dapat dipakai untuk 

memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. 

Berargumen, berarti berdebat dengan saling mempertahankan atau menolak 

alasan masing-masing. Istilah argumentasi, diartikan sebagai pemberian alasan 

untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. 

Berargumentasi berarti memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak 

suatu pendapat, pendirian atau gagasan 14. 

Menurut Aristoteles, "hukum bukan hanya berarti kumpulan aturan yang 

dapat mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja, namun juga berlaku 

pada hakim itu sendiri." Dengan kata lain, hukum bukan hanya untuk 

 
14 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). 
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masyarakatnya saja, namun juga untuk semua warga yang tinggal di negara 

tersebut 15. 

Abdul Manan mengemukakan: Para ahli hukum tidak sependapat dalam 

memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan 

bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang 

cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu 

mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi 

hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan 16. 

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan pandangan dan argumentasi 

hukum dari para aktivis gender terkait dengan Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-

IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana pada pelaku pemerkosaan 

dalam rumah tangga. Aktivis gender adalah individu atau kelompok yang 

berjuang untuk kesetaraan gender dan hak-hak individu tanpa memandang 

jenis kelamin. Mereka bekerja untuk menghilangkan diskriminasi berbasis 

gender dan memperjuangkan hak-hak yang setara dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Aktivis 

gender sering terlibat dalam advokasi, pendidikan, penelitian, dan kampanye 

untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan kebijakan serta 

budaya yang adil dan inklusif bagi semua gender.  

 

 
15 “Hukum menurut ahli ‘Tujuan Hukum,’” 2024, https://id.berita.yahoo.com/. 
16 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, 4 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 

2003). 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 

Penulis akan meneliti objek secara langsung untuk memperoleh data. 

Adapun objek yang akan diteliti adalah pandangan aktivis gender UIN K.H 

Abdurrahman Wahid Pekalongan mengenai fatwa MUI NOMOR 

02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana bagi pelaku 

pemerkosaan dalam rumah tangga dan argumentasi hukum dari para 

aktivis tersebut 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penulis 

akan menentukan kerangka hukum dan mengevaluasi efektivitasnya.17 

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pandangan aktivis gender 

di UIN K.H Abdurrahman Wahid tentang Fatwa MUI NOMOR 

02/MUNAS-IX/MUI/2015, yang menentang pemberian sanksi pidana 

kepada pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga akan 

menilai argumentasi hukum dari para narasumber. 

3. Sumber data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer didapat dari observasi dan wawancara 

secara langsung dari para narasumber dalam penelitian ini. Informan 

 
17 Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan” (Jakarta: Kencana, 

2017), 328. 
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dalam penelitian ini adalah dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid 

dengan kriteria menjadi aktivis di bidang gender dan consent dalam 

penanganan masalah gender. Peneliti melakukan wawancara secara 

langsung bersama aktivis gender  UIN K.H Abdurrahman Wahid 

terhadap fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang 

penolakan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah 

tangga. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang 

berfungsi menguatkan data primer18 data sekunder yang akan 

digunakan diperoleh melalui literatur buku, jurnal, literatur kitab atau 

sumber tertulis lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis. 

4. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

Di penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 

informan informan untuk mendapatkan data primer, adapaun 

informan penulis berjumlah 4 orang aktivis gender UIN K.H 

Abdurrahman Wahid. 

b. Dokumentasi 

Penulis menggunakakan teknik dokumentasi dengan menggali 

informasi yang di peroleh melalui sumber-sumber informasi tertulis 

dalam Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/2015 dan literatur yang 

 
18 Mahi M. Hikmat, “Metode Penelitian” (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 72.  
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terkait dengan pembahasan. Teknik dalam penelitian ini berguna 

untuk mendokumentasi jalannya penelitian guna untuk dicatat dan 

bukti sekaligus sebagai alat bantu analisis yang berguna sebagai alat 

rekam. 

5. Teknik analisis data 

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data hasil 

wawancara secara sistematis, deskriptif dan dokumentasi dengan cara 

mengatur data dan memilih mana yang krusial serta mana yang perlu 

dipertimbangkan serta menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.19 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kualitatif model interaktif yang digunakan penulis 

sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubbermanyaitu pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan 

kesimpulan. 20  Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Reduksi data 

Data reduction adalah proses yang melibatkan pemilihan, 

konsentrasi, dan pemrosesan data dengan tepat untuk mengurangi data 

sebelum dapat diubah menjadi informasi yang berguna. 

Kesederhanaan ini membuatnya lebih mudah bagi penulis untuk 

menyimpulkan.  

 
19 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta. 2007), 333-334 
20 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta. 2007), 204.  
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Penulis studi ini, telah memilih aktivis gender dari UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid untuk melakukan wawancara berdasarkan 

alasan spesifik dan disengaja. 

b. Penyajian data 

Di penelitian ini, peneliti menyajikan data berdasarkan format 

yang naratif. Sehingga  teridiri dari kompilasi informasi yang  

disusun secara metodis agar mudah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan 

Proses penearikan kesimpulan, dilakukan analisis redksi data 

sesuai dengan tujuan penelitian. Ketika data sudah dikumoulka secara 

tersetruktur, kemudian dibandingkan satu sama lain agar bisa ditarik 

kesimpulannya. 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun menjadi lima bab, masing-masing berisi banyak 

sub-bagian, untuk menjamin struktur pembahasan yang metodis. Susunan 

strukturnya adalah sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan mencakup: informasi kontekstual topik, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, metodologi yang 

digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II: Landasan teoritis dan konseptual yang menyangkut dengan 

penelitian yaitu teori argumentasi hukum, dan konsep aktivis gender. 

Bab III: Hasil penelitian mencakup profil aktivis gender dan bunyi fatwa 

MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015. 
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Bab IV: Pembahasan yang berfokus pada pandangan aktifis gender dan 

argumentasi hukum dari aktivis gender mengenai Fatwa MUI Nomor 

02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana pada pelaku 

pemerkosaan dalam rumah tangga. 

Bab V: Penutup, bab ini memberikan ringkasan dan analisis akhir dari 

informasi yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, mencakup temuan dan 

rekomendasi.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

1. Aktivis gender memandang bahwa Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-

IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana pada pelaku pemerkosaan 

dalam rumah tangga ini masih bias. Para aktivis gender dalam hal ini tidak 

sepakat dengan fatwa yang dikeluarkan MUI, sebab para aktivis gender 

menganggap bahwa yang namanya kekerasan seksual dalam rumah tangga 

tetap harus di pidanakan. Walaupun ada perbedaan metodologis dan 

paradigma yang di pakai para aktivis gender dalam mengutarakan 

pendapat, tetapi perbedaan ini menjadikan hasil hukum dan implikasi etis 

dengan menghukum laki-laki yang melakukan kekerasan seksual sebagai 

bentuk keadilan dan konsekuaensi hukum yang berlaku untuk membuat 

jera. Karena kekerasan bisa terjadi dimana saja.  

2. Argumentasi hukum yang diutarakan para narasumber berdasarkan pada 

Undang-Undang PKDRT yang mengkategorikan pemerkosaan dalam 

rumah tangga sebagai kekerasan seksual. Dalam argumentasinya para 

aktivis menyampaikan bahwa hukum itu bebas memilih istilah, tetapi 

hukum yang baik itu adalah hukum yang memilih istilah yang sesuai 

dengan kondisi masyarakat umum. Fatwa MUI hanya sebatas gambaran, 

pandangan serta diskursus kajian hukum yang tidak bersifat mengikat 

secara legal. Fatwa MUI hanya sebatas tawaran atau rekomenadasi untuk 

hukum positif yang ada di Indonesia. 

 

B. SARAN 

1. MUI harus melibatkan para ahli dalam mengeluarkan fatwa. Dalam fatwa 

ini MUI seharusnya melibatkan aktivis/pegiat gender dalam merumuskan 

sebuah fatwa. Apakah fatwa ini sudah sesuai dengan keadilan gender 
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atau belum. MUI juga harus menggunakan bahasa yang runtut dan 

mudah dipahami agar fatwanya tidak bias. 

2. MUI perlu memberikan pandangan khusus terkait dengan Undang-

Undang yang berlaku untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang 

berlaku tidak bertentangan dengan syariat islam. Kemudian istilah-istilah 

yang seharusnya dikeluarkan dalam fatwa itu substansinya harus jelas, 

tidak ambigu. 
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